LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 285 TAHUN 2023

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN
BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN PUSAT PEMBINAAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses
akreditasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagai instansi pengakreditasi untuk Diklat
Teknis dan Fungsional Bidang Pengadaan Barang/Jasa

diperlukan Kerja Sama antar lembaga;
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b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama antar lembaga
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya
pendelegasian wewenangan penandatanganan perjanjian
kerja sama dari Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah kepada Kepala Pusat Pelatihan
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Pendelegasian Wewenang
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat
Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dengan Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan
Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga

Administrasi Negara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106
Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
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2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata
Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1031);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PUSAT PELATIHAN
SUMBER DAYA MANUSIA PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH DENGAN PUSAT PEMBINAAN PROGRAM DAN
KEBIUAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
SIPIL NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2023.
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KESATU

KEDUA

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah mendelegasikan kewenangan Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Pelatihan Sumber Daya
Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Pusat
Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi
Negara Tahun Anggaran 2023 kepada Kepala Pusat Pelatihan
Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG /JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan

Sumber Daya -Manusia LKPP,
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